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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan nasional menjadi salah satu isu 

Bermacam wacana timbul mengenai keamanan nasional bangsa, namun pada intinya 

semua hal ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran yang utuh untuk melindungi 

bangsa dan Negara ini dari berbagai macam ancaman. Hal ini timbul diakibatkan 

dengan adanya kejadian, yaitu masuknya beberapa pesawat tempur Negara asing 

sebagai contoh pada 3 Desember 2005, sebuah pesawat militer milik United State Air 

Force (USAF) memasuki wilayah lapangan udara Iswahyudi yang merupakan 

kawasan udara terlarang. "Padahal Lanud Iswahyudi ini merupakan home base 

pesawat tempur Indonesia. Dan beberapa pelanggaran lain terhadap ruang udara 

indonesia seperti yang di ungkapkan :

Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Herman Prayitno mengatakan: 2

Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rawan terhadap 
pelanggaran wilayah udara (black flight) oleh pihak asing baik komersial 
maupun militer, "Sepanjang 2006, tercatat empat kali pelanggaran udara 
oleh pihak asing, kata Kasau dalam rapat dengar pendapat dengan 
Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/2). Empat 
pelanggaran udara itu antara lain terjadi di wilayah udara Maluku, dan 
sebagian di wilayah barat Indonesia. Pelanggaran udara itu, lebih 
dikarenakan pemahaman aturan yang tidak sama antara negara satu 
dengan lainnya. Semua pelanggaran itu telah dilaporkan kepada negara

• imenarik akhir-akhir ini.

1 Marsda TNI Sagom Tamboen, Kepala Pusat Penerangan TNI, KEAMANAN NASIONAL,
Majalah TNI PATRIOT Gema Persatuan Bangsa, Edisi Khusus/Tahun-VIII/Oktober-2007, hlm. 5

INDONESIA RAWAN PELANGGARAN UDARA, Copyright Sekretariat Negara Republik 
Indonesia. All rights reserved 2008, http://w\vw.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=l 13012006113409, di 
akses hari Senin, tanggal 12 mei 2008 Jam. 11.30 WIB.

1

http://w/vw.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=l
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bersangkutan secara diplomatik, layaknya surat peringatan agar tidak 
kembali melakukan pelanggaran di wilayah RI. Namun, jika pelanggaran 

dilakukan sudah sangat mengancam kedaulatan negara maka 
langsung kita sergap,
yang

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 

wilayah kepulauan dengan perbandingan 2 : 3 antara daratan dan perairan dimana 

kapal dan pesawat udara asing mempunyai hak lintas untuk melintasi alur laut yang 

telah ditetapkan. Hal ini sangat berpotensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pesawat udara asing karena terbukanya ruang udara diatas Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI).

Wilayah ruang udara pertama kali mulai dikenal sejak diselenggarkannya 

Konferensi Internasional Hukum Udara pada tanggal 13 Oktober 1919 di Paris, hal 

ini disebabkan setelah sejumlah balon uadara milik Jerman melintasi wilayah udara di 

atas negara Perancis, yang mana hal ini dianggap oleh pihak Perancis sebagai suatu 

ancaman terhadap keamanannya. Konferensi itu diselenggarakan di Paris, dihadir 

oleh 19 negara peserta.3 Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris tersebut merupakan 

upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai penerbangan udara

Sebagaimana diketahui bahwa ruang udara nasional adalah merupakan 

wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yuridiksinya,

Diederiks-Verschoor, Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang 
Angkasa, alih bahasa: Bambang Iriana DJ. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. 1991 hlm 4, dikutip dari 
Conference Internationale de Navigation Aeriene, Paris 10 Mei - 29 Juni 1910, Untuk bahan bacaan 
lihat: Albert Roper, La Convention Internationale du 13 Octobre 1919, diss. Paris 1930, Paris 1930.
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Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kedaulatan yang penuh dan utuh 

terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi 

Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.4 Hal ini juga dinyatakan 

dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan 

penjelasannya.

Bentuk penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional, antara lain 

penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan RI, dan 

pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun 

asing, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1992, dan 

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan 

Penerbangan, kawasan udara terlarang terdiri atas kawasan udara terlarang yang 

larangannya bersifat tetap (Prohibited Area) dan kawasan udara bersifat terbatas, 

selain itu, terdapat pula pelarangan lain, yaitu perekaman dari udara menggunakan 

pesawat udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.5

Hal ini dapat kita ketahui dengan pengaturan ruang udara internasional yang

pada kenyataannya ruang udara nasional diatur oleh aturan-aturan internasional yang

tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai negara kepulauan (Archipelagic State). 

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 pada pasal 53 mengatur bahwa 

negara kepulauan seperti Indonesia dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan

Marsda TNI Eris Heryanto. Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Ruang Udara Nasional, 
12Juli2006.©Copyright2006.webmaster@tni.mil.id.,www.google.co.id.,http://forum.detik.co.id/showt 
hread.php?t=4807, diakses hari Senin, tanggal 12 mei 2008 Jam 11 44 WIB 
5 Ibid

http://forum.detik.co.id/showt
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di atasnya. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan 

dalam alur laut dan rute penerbangan, dari ketentuan konvensi tersebut terlihat bahwa 

ruang udara nasional dipecah-pecah dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, 

ALKI II dan ALKI III dan tanggung jawab dibagi-bagi, sehingga ruang udara yang 

dipecah-pecah tidak dapat dikendalikan.b

Sementara itu, negara maju seperti Amerika Serikat pada kenyataannya 

belum meratifikasi Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), padahal 

negara lain sudah banyak yang meretifikasi, sehingga bila Amerika Serikat melintas 

perairan dan wilayah udara nasional Indonesia masih berpedoman kepada aturan- 

aturan yang lama, seperti Traditional Route for Navigation?, hal ini sering membuat 

terjadinya benturan dimana berdasarkan aturan lama tersebut pesawat-pesawat 

Amerika Serikat melintas di atas rute tradisional yang mereka anggap sah dengan 

alasan bahwa Amerika Serikat belum meretifikasi UNCLOS 1982.7

Hal diatas sangat bertentangan dengan isi dari Konvensi Geneva 1944 yang

dimana sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi

Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara 

memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas

wilayahnya.

Masuknya pesawat udara asing ke wilayah udara nasional tanpa ijin, ada yang 

disengaja misalnya penerbangan gelap (black flight) untuk maksud-maksud tertentu

Ibid, hlm. 1
Ibid.
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dan ada pula yang tidak disengaja misalnya tersesat (aircraft in distress). 

Pesawat udara militer RI dapat mengambil tindakan tertentu terhadap pesawat udara 

melakukan aerial intrusion. Berat atau ringannya tindakan yang akan 

dilakukan oleh pesawat militer RI tergantung dari prediksi (ramalan) ancaman yang 

mungkin timbul.

Apabila pelanggaran wilayah udara ini dilakukan oleh pesawat udara sipil, 

maka tindakan hukum atau intersepsi harus mengacu pada Konvensi Chicago 1944, 

terutama Article 3 bis. Apabila pesawat udara pada memasuki wilayah udara nasional 

Indonesia dalam keadaan tersesat (in distress). Penanganannya didasarkan pada

asing yang

Konvensi Chicago 1944 Article 25 antara lain berupa tindakan reaksi yang dilakukan

berdasarkan prosedur operasi yang ditetapkan oleh TNI.

Tahap awal adalah dengan cara “Shadowing” yang merupakan upaya untuk

indentifikasi. Dalam fase ini ada kemungkinan untuk menggiring/mengalau pesawat

udara musuh (hostile aircraft) untuk keluar dari wilayah RI. Alternatif lain dapat 

dilakukan intersepsi dan diperintahkan “Force Down ” untuk kepentingan investigasi 

dan proses hukum.

Apabila tahapan-tahapan tersebut tidak dipatuhi oleh pesawat asing tersebut, 

bahkan justru menunjukkan sikap permusuhan (Hostile Act), tahap akhir dapat 

dilakukan penghancuran dengan persenjataan.
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Ancaman terhadap kedaulatan negara RI tersebut dapat dilakukan oleh 

pesawat udara asing, baik yang melakukan penerbangan di wilayah yurisdiksi 

nasional RI maupun diatas wilayah udara bebas (International Air Space).

Berdasarkan pada hal yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memilih 

judul yaitu “UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI 

PELANGGARAN KEDAULATAN DI WILAYAH RUANG UDARA INDONESIA

OLEH PESAWAT TEMPUR NEGARA ASING”, yang menurut penulis sangat

menarik untuk dibahas dan juga ditelaah.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang muncul di dalam penulisan 

mengenai upaya pemerintah indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah 

udara yang dilakukan oleh pesawat tempur negara asing, antara lain:

1. Bagaimana mekanisme prosedur TNI-AU dalam menjaga wilayah ruang 

udara indonesia terhadap pesawat tempur/militer negara asing yang masuk ke 

dalam teritorial Indonesia tanpa izin?

2. Apa saja upaya pemerintah indonesia dalam menanggulangi pelanggaran 

kedaulatan yang terjadi di wilayah ruang udara Indonesia yang dilakukan 

oleh pesawat tempur/militer negara asing di kancah internasional ?
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C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, 

serta untuk, menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan, yaitu 

terbatas hanya mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi 

pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat tempur negara

asing.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

L Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah agar dapat

memberikan jawaban atas permasalahan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme prosedur yang dilakukan oleh TNI-AU 

selaku pihak yang menjaga wilayah ruang udara indonesia terhadap 

pesawat tempur/militer negara asing yang masuk ke dalam teritorial 

Indonesia tanpa izin;

2. Untuk mengetahui apa saja upaya pemerintah Indonesia terhadap 

pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat 

tempur/militer negara asing di kancah internasional.
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2. Manfaat Penelitian 

2.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, 

khususnya mengenai “Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran 

Kedaulatan Di Wilayah Ruang Udara Indonesia Yang Dilakukan Oleh Pesawat 

Tempur Negara Asing”, dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat 

bermanfaat di kemudian hari

2.2 Secara Praktis

Diharapkan agar penelitian tersebut dan menjadi suatu bahan pemikiran yang 

dapat digunakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya, dan Mahasiswa

Progrram Kekhusussan Hukum Internasional pada khususnya untuk dijadikan sebagai

salah satu bahan referensi dan sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan Mahasiswa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif,* karena penelitian 

ini bertujuan mengambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan 

untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala 

lain yang terbentuk suatu penjelasaan yang mengambarkan keadaan, proses dan 

peristiwa tertentu.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
hlm.42.
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Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah 

teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang- 

undangan, dan juga berbagai data-data yang didapatkan dari situs-situs intemert yang 

berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Penelitian

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni data yang 

bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data 

sekunder ini terdiri dari :9

a) Bahan hukum primer, dimana dalam penulisan ini bahan hukum primer yang

dipergunakan adalah data-data yang didapatkan melalui buku-buku, jurnal -

jurnal ilmiah, data-data dari internet, majalah-majalah hukum, konvensi- 

konvensi internasional yang terkait, undang-undang dan peraturan perundang- 

undangngan yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang 

relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para 

pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel-artikel dan 

dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas 

Sriwijaya (UNSRI), dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raia Grafindo 
Persada. Jakarta. 2004.
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(FH UNSRI), dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs-situs

internet.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus (hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan

yang akan dilaksanakan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan

dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut diperoleh tidak hanya melalui

perpustakaan, akan tetapi ada sebagain yang diperoleh melalui Situs Internet yang

terkait dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara deskriptif analisti kualitatif, melalui 

sylogisma dari pola pemikiran dari deduktif ke induktif. Selanjutnya hasil analisis 

tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan 

dalam penelitian.
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